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PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanah
Hitam Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Tahun 2018 berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). Berdasarkan responden dari hasil penelitian dalam penerbitan sertipikat yang
dilakukan oleh Kantor Pertanaha Kabupaten Ketapang telah berjalan dengan baik
dimana dari 54 responden, semuanya mendapatkan sertipikat atas bidang tanah yang
didaftarkan melalui program PTSL di Desa Tanah Hitam, dimana program PTSL ini
merupakan program yang diberikan oleh Pemerintah dalam membantu masyarakat
dalam mengurus kepastian hukum mengenai hak atas bidang tanah, dan dalam
pelaksanaan PTSL ini telah mendapat hasil yang positif dan juga mendapat respon

positif dari masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penulis, saran yang diberikan penulis kepada
Pemerintah Kabupaten Ketapang yang terkhusus untuk Kantor Pertanahan Kabupaten
Ketapang yaitu menambah tenaga kerja dalam merekrut tenaga kerja atau Sumber Daya
Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang yang dikarenakan kekurangan dari
SDM tersebut, dan juga diharapkan untuk dalam kegiatan PTSL lebih transparan dan

leibh memberikan banyak penyuluhan ataupun iklan mengenai program PTSL sehingga
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dalam pelaksanaan PTSL kedepannya tidak hanya 1 desa saja yang ikut dari suatu

kecamatan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat.
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